BUPATI KUTAI TIMUR
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PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 2 17 vabon 20U

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
| dan pelaksanaan pembangunan desa, serta mendorong
kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, periu
didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu
sumber pendapatan desa yang diperoleh dari Kabupaten, yang
dipergunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, untuk itu perlu
diatur pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu diatur Pedoman Alokasi Dana
Desa di Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai
Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinan, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (LLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
ndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang
Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan
Lain;

Perataran Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tammn 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Pedoman Administrasi Desa;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penetapan
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Menetapkan

Alokasi Dana Desa (L.embaran Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2007 Nomor .... sen D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

I.

2.

Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjuinya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagal unsure penyelenggara pemerintahan desa;




8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD, adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa;

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat LPM, adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa atas
persetuyjuan BPD;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas
dan disetuyjui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, yang ditctapkan dengan Peraturan Desa;

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang sc¢lanjutnya
disingkat Musrenbang Desa, adalah forum antar pelaku di Desa
dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa ;

12. Peraturan Desa disingkat Perdes, adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
vang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang
merupakan dana bantuan keuangan desa;

14. Alokasi Dana Desa Minimal, yang selanjutnya disingkat ADDM,
adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan
dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata;

15. Alokasi Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya disingkat
ADDP, adalah dana yang diterima suatu desa ditentukan
berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan oleh
Kabupaten dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas
keadilan;

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala
Desa vyang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;




17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang sclanjutnya
disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala
Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa termasuk
Alokasi Dana Desa;

18. Bendahara Desa adalah staf desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
membayarkan dan mempertanggungjawabkan administrasi
keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk
periode 5 (lima) tahun;

20. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen
perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun;

21. Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan
ditetapkan melalui Keputusan Camat dalam rangka melaksanakan
pembinaan, bimbingan, pengawasan dan penelitian atas
pengelolaan Alokasi Dana Desa;

22. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan
ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memberikan
pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

BABII
RUANG LINGKUP
Pasal 2
1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi
kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan Pemerintah,
bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan bantuan
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

2) Pendanaan Dana Desa dalam peraturan imi adalah pengaturan
mengenai mekanisme, tata cara, teknis penghitungan dan tata cara
penyaluran pengelolaan penggunaan alokasi dana desa yang
berasal dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

3) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil




kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong
royong, dan lain-lain pendapatan ash desa yang sah;

b. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten  dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan ;

c. bantuan keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
dapat dalam bentuk :

1. pemberian dana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
denga usulan desa;

2. pemberian barang yang secara teknis mendukung
pelaksanaan pemerintahan desa.

d. pendanaan dari Pemerintah Kabupaten dapat berasal dart :
1. bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh Kabupaten.

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
4) Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disalurkan melalui kas Desa.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud pemberian ADD adalah untuk mendorong pengembangan
otonomi desa guma membantu membiayai penyelenggaraan
pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Pemberian ADD ditujukan untuk ;
menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b. meningkatkan perencanaan dan pengganggaran pembangunan di
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya
dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
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f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat;

g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
masyarakat;

h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB 1V
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5

1) ADD bersumber dari APBD pada belanja Pos Bantuan
Keuangan;

2) ADD dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan
faktor tingkat keterjangkauan, luas wilayah dan jumlah
Penduduk.

Pasal 6

1) ADD di berikan kepada wilayah administrasi desa di Kabupaten
Kutat Timur;

2) Penctapan Besaran ADD untuk masing-masing desa dan
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABYV
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama
Prinsip Pengelolaan
Pasal 7

1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang
selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa
pada tahun anggaran berjalan;

2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan
keuangan desa yang secara teknis menggunakan sistem informasi
berbasis elektronik dalam bentuk SimKeuDes Kutim (Simtem
Informasi Manajemen Keuangan Desa);




3)

4)

Fasilitasi pemanfaatan SimKeuDes Kutim untuk Desa
dikembangkan dan difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-
prinsip  f{ransparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan
efektif, terarah dan terkendali, taat asas serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran;

Bagian Kedua

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bersumber

Y

2)

3)

4)

dari APBD Kabupaten Kutai Timur
Pasal 8

Pengelolaan keuangan menjadi tanggungjawab utama Kepala

Desa yang selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Kepala Urusan

(Kaur) dibawahnya sebagai pelaksana teknis pekerjaan/selaku

pananggungjawab operasional kegiatan (Pjok);

Teknis pengelolaan keuangan dilakukan sebagai berikut :

a. Pembayaran gaji, honor, upah kerja dikelola oleh masing-
masing kaur bersama dengan Bendahara Desa dengan
persetujuan Kepala Desa;

b. Pengadaan barangfjasa dilakukan dengan metode
pengadaan/pembelian  langsung, penunjukan langsung,
pemilihan langsung.

Pengadaan barang/jasa dengan metode sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf b, dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala

Desa :

a. Ketua : Sekretaris Desa (Sekdes)

b. Sekretaris : Kepala Urusan (Kaur)

c. Anggota : Staf Kantor Desa

Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dengan kriteria secbagai
berikut :

a. Pengadaan/Pembelian Langsung adalah pembelian dengan
nilai kurang dari Rp. 15 Juta yang dilakukan oleh pelaksana
teknis kegiatan, dengan menerbitkan surat daftar barang yang
mau dibeli dengan bukti nota atau kuitansi dari toko;
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b. Penunjukan Langsung adalah pengadaan barang/jasa diatas
Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 50 juta dengan menunjuk
salah satu perusahaan atan badan wusabha. Dokumen
penunjukan langsung sekurang-kurangnya :

1.

3.
4.

Surat Penunjukan Perusahaan atau badan usaha oleh
Kepala Desa;

Dokumen Penawaran dari perusahaan/badan usaha yang
terdiri dari :

- Surat Penawaran;

- Data Perusahaan/Badan Usaha;

- Spesifikasi Teknis atau Gambar Teknis;

- Penghitungan Biaya.

Dokumen penilaian teknis dan harga;

Surat Perintah Kerja.

¢. Pemilihan Langsung adalah pengadaan barang/jasa diatas 50

juta sampai dengan 100 juta dengan mengundang 3
perusahaan atau badan usaha. Dokumen Pemilihan Langsung
sekurang-kurangnya :

1.

3.
4,

Surat Undangan Kepada Perusahaan atau badan usaha
oleh Kepala Desa;

Dokumen Penawaran dari perusahaan/badan usaha yang
terdiri dari :

- Surat Penawaran;

- Data Perusahaan;

-~ Spesifikasi Teknis atau Gambar Teknis;

- Penghitungan Biaya.

Dokumen penilaian teknis dan harga;

Surat Perintah Kerja.

d. Pelelangan adalah pengadaan barang/jasa diatas 100 juta
sekurang-kurangnya :

1.

Surat Penunjukan Perusahaan atau badan usaha oleh
Kepala Desa;

Dokumen Penawaran dan perusahaan/badan usaha yang
terdiri dari :

- Surat Penawaran;

- Data Perusahaan;
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- Spesifikasi Teknis atau Gambar Teknis;
- Penghitungan Biaya.

3. Dokumen penilaian teknis dan harga;

4. Surat Perintah Kerja.

BAB V1

TIM FASILITASI TINGKAT KABUPATEN
Pasal 9

1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADD dibentuk
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;

2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan
Bupati yang terdiri dari Unsur Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, Bagian
Pemerintahan Umum, Bagian Ekonomi, Bagian Pembangunan,
Inspektorat Kabupaten, dan Dinas Pekerjaan Umum;

3) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan

keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan
APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa;

d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan
administrasi keuangan desa.

BAB V11
TIM PENGAWAS KECAMATAN

Pasal 10

1) Untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana
Desa, di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pengawas Kecamatan;

2) Tim Pengawas Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan
Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
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Penanggung jawab : Camat

Ketua : Sekretaris Kecamatan
Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Anggota Umum : 1. Kepala Seksi Pelayanan

2. Kepala Seksi Pemerintahan

3.Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum

4. Kepala Seksi Kesejahteraan
Sosial

5. Kasubag Keuangan

6. Staf Kecamatan/disesuaikan
dengan kebutuhan

1) Tugas Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), adalah sebagai berikut:

2)

a.

b.

Memfasilitasi administrasi keuangan desa;

Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan
aset desa;

Memfasilitasi pelaksanaan ADD;

Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang
mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
Melaksanakan kegiatan pendampingan mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban
kegiatan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan;

Menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala
kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
Menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan
melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat
Kabupaten;

Melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan
persyaratan administrasi dan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) ADD desa.

Biaya operasional Tim Pengawas Kecamatan dalam rangka

pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada anggaran
kecamatan.
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BAB VIII

PENGAWASAN
Pasal 11

Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa dilakukan melalui:

a)

b)

1)

2)

3)

4)

pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa terhadap
PTPKD dan Bendahara Desa;

pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN dan PELAPORAN

Pasal 12

Pelaporan dalam rangka pengendalian Alokasi Dana Desa
dilakukan secara periodik;

Meckanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan
pengendalian penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara
berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan
tingkat Kabupaten;

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk
pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDesa;

Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang

dibiayai dari ADD, adalah sebagat berikut:

a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan
penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya
dan yang dimuat dalam laporan im adalah realisasi
penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;

b. Laporan Akhir dart penggunaan ADD mencakup
perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah
yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir
penggunaan ADD.

Pasal 13

Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati
Kutai Timur Nomor 07 Tahun 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penetapan
Alokasi Dana Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal %0 Sood 204

BUPATI KUTAI TIMUR,

. ISRAN NOOR
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DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR ...... TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN ALOKASI DANA DESADI KABUPATEN KUTAI TIMUR

1 { Lampiran I Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai
Timur
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : {7 Taroo >od
TANGGAL : 20 3ol 204

PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

L SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian
dari proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016, yang
memiliki tugas untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu
Pembangunan Daerah bertumpu pada Agribisnis menuju Kutai Timur Mandiri.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) misi
Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah;
Memantapkan RTRW Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan;
Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah;
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi;
Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;

Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan dacrah yang
dinamis dan efisien;

Meningkatkan kualitas pelavanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;

8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang;

9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbank-kan untuk menjamin kemudahan
berusaha dan ber-investasi.

A S

™

Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan untuk
mewujudkan visi daerah, dengan berpedoman pembangunan nasional dan pembangunan daerah
Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur diagendakan
sebagai berikut:

1. Pengembangan Agribisnis / pertanian dalam arti luas;
2. Pengembangan SDM;
3. Pembangunan infrastruktur.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah,
diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah dengan program dan
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada setiap desa. Sinkronisasi
program dan kegiatan tersebut hendaknya diformulasikan ke dalam APBDes dibahas dan
disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan harus benar-
benar mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa dan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa

(RKPDesa) yang sudah ditetapkan bersama dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa (Musrenbangdes).
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Dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan perlu adanya keterkaitan antara
sasaran program dan kegiatan Desa dengan sasaran program dan kegiatan kabupaten untuk
mencapai sinergitas. Program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Desa pada dasarnya disesuaikan
dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat pada masing-masing desa. Walaupun demikian,
program dan kegiatan tersebut hendaknya tetap menjaga konsistensi dan harmonisasi serta
sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan rancangan APBDesa sedapat mungkin memuat target capaian kinerja
yang terukur dari setiap program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan desa yang disertai
dengan proyeksi pendapatan desa dan alokasi belanja desa. Pemerintah desa agar mengerahkan
segala sumber daya dan kemampuan keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar
pencapaian sasaran Kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBDesa benar-
benar memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I1. SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

1. Penggunaan ADD dialokasikan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa
serta biaya Pemberdayaan Masyarakat, yang besarannya diatur sebagai berikut:

a. untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total
keseluruhan ADD; '

b. umtuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh
persen).

2. Kegiatan-kegiatan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
huruf l.a. diatas, yang dapat didanai dari Alokasi Dana Desa diantaranya dialokasikan
untuk hal-hal sebagai berikut ;

Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;

Perbaikan lingkungan dan pemukiman;

Teknologi Tepat Guna;

Perbaikan kesehatan dan pendidikan;

Pengembangan sosial budaya;

Dan sebagainya untuk kegiatan yang dianggap penting termasuk untuk pembiayaan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kabupaten kepada desa.

3. Penggunaan ADD untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa (30%)
sebagaimana dimaksud huruf 1.b. diatas, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan masing-masing desa, dengan ketentuan untuk belanja operasional
BPD setinggi-tingginya 30% dari belanja operasional pemerintak desa.

Il. TATA CARA PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN, PENYEDIAAN DAN
PENARIKAN ALOKASI DANA DESA

Bl e A0 TP

1. Tata Cara Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN adalah sebagai
berikut:

a. Pemerintah Desa segera menyusun penggunaan ADD yang dituangkan ke dalam RKA-
ADD dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagaimana
hasil Musrenbang Desa yang telah dilakukan, dan ditetapkan dalam Berita Acara yang
dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, LPM Desa, Dusun, Lembaga Kemasyarakatan
yang ada di desa, disertai dengan daftar hadir musyawarah dan notulen rapat kemudian
dituangkan dalam APBDes;
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RKA -ADD vyang telah disusun oleh desa diajukan kepada Camat untuk
dilakukan asistensi oleh Tim Pengawas Kecamatan dalam rangka kesesuaiannya dengan
berbagai ketentuan yang berlaku, serta ditandatangani oleh Tim Pengawas Kecamatan
beserta catatan Hasil asistensi sebagaimana format terlampir;

Hastl asistensi RKA ADD sebagaimana huruf b diatas, dilaporkan kepada Bupati melalui
Tim Fasilitasi Kabupaten pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(BPMPD);

Atas dasar hasil asistensi dari Tim Pengawas Kecamatan selanjutnya Pemerintah Desa
menyusun DPA-ADD untuk ditetapkan oleh Kepala Desa yang disetujui oleh BPD dan
disahkan oleh Camat.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PIPKD) menyusun Anggaran Kas Belanja
(AKB) untuk tahapan pencairan ADD.

2. Penyediaan Alokasi Dana Desa

Penyaluran dan penyediaan ADD dialokasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai
Timur.

3. Mekanisme Pengusulan Pencairan Alokasi Dana Desa
3.1. Pengusulan Pencairan ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan komposisi :

3.2.

3.3.

3.4.

e Tahapl = 40 % dari total ADD
e Tahap Il = 60 % dari total ADD

Kepala Desa mengajukan usulan Pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui
Camat untuk dibuatkan surat pengantar.
Lampiran persyaratan pencairan ADD Tahap I sebagai berikut :

a. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan
APBDesa beserta L.ampirannya;

b. Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDesa menjadi APBDesa;

¢. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai
Timur kepada Desa;

d. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) ADD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) ADD, Anggaran Kas Belanja (AKB) yang sah dan memiliki legalitas;

e. Surat Pengantar Camat;
Kuitansi penerimaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Bendahara
Desa;

h. Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak dari Kepala Desa dan Bendahara Desa;
i. Buku Rekening Bank pada BanKaltim;

i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

k. Foto Copy SK Kepala Desa dan Bendahara Desa;

1.

SPJ tahap sebelumnya yang lengkap dan sah serta telah diverifikasi Tim Pengawas
Kecamatan;

m. Laporan Realisasi pelaksanaan ADD tahun sebelumnya beserta lampirannya.
Untuk Pengajuan ADD tahap selanjuinya dilampiri dengan:
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3.5.

3.6.

a. Surat pengantar Camat;
Kuitansi penerimaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

c. Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) tahap sebelumnya sebagai
Laporan Berkala pelaksanaan ADD beserta lampirannya;

d. SPJ tahap sebelumnya yang lengkap dan sah dan telah diverifikasi Tim Pengawas
Kecamatan,
¢. Bukti setoran Pajak ( jika ada belanja barang/jasa yang dikenakan pajak);
. Buku Kas Umum (BKU) tahap sebelumnya;
g. Foto-foto kegian Fisik (jika ada kegiatan fisik);

o

Mekanisme Penyaluran ADD ke Rekening Desa

Pengajuan permohonan Pencairan ADD dihimpun oleh Tim Pengawas Kecamatan untuk
diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur dengan tembusan ke BPMPD Kabupaten dan dilampiri
persyaratan yang telah ditentukan untuk dilakukan registrasi;

Permohonan pencairan ADD dapat direalisasikan oleh Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Kutai Timur apabila telah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan, dengan cara menerbitkan SPP, SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) atas nama Desa dan selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing desa pada
bank yang ditunjuk oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

IV. PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

1. Dalam rangka pengelolaan ADD, Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa
menetapkan pengelola ADD yang terdiri dari :

d.

b.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk membantu kepala desa
dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa / ADD;

Bendaharawan Desa yaitu seorang perangkat desa / staf desa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku bendaharawan ADD pada Desa yang

bersangkutan;

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa,
terdiri dari:

1. Sekretaris Desa; dan

2. Perangkat Desa lainnya.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c.l. diatas, bertindak selaku
koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada
Kepala Desa;

Penanggung jawab operasional kegiatan (Pjok) dilaksanakan oleh masing-masing
perangkat desa (Kaur) sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Bentuk-bentuk format pelaksanaan ADD adalah sebagaimana terlampir.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Kepala
Desa.

V. TATA CARA PEMBUKUAN

Guna kepentingan pengawasan, Bendahara Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD
wajib membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari:
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1. Penatausabaan Penerimaan, menggunakan:
a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan,;
¢. Buku kas harian pembantu;
d. Buku Bank.

2. Penatausahaan Pengeluaran, meliputi:
a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
c. Buku kas harian pembantu;
d. Buku Pajak.

VI. PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pajak yang dikenakan dalam pelaksanaan ADD yaitu pajak atas barang/jasa yang harus
dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak tersebut dibayarkan oleh masing-
masing Desa dengan menggunakan NPWP Desa.

VII. PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDesa dilakukan apabila terjadi
pergeseran belanja, perubahan jumlah penerimaan ADD dari APBD Kabupaten, atau adanya
petunjuk/ketentuan-ketentuan dari Instansi yang lebih tinggi, yang diikuti dengan
Pembahasan Perubahan APBDesa dan RKA ADD serta DPA ADD sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku,;

Perubahan penggunaan ADD dalam APBDesa disertai dengan Berita Acara yang ditanda
tangani oleh Penyusun Rencana Anggaran Kegiatan yang disetujui oleh BPD dan dilaporkan
ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR
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LAMPIRAN 11 : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : {7 Tasnoe 200
TANGGAL : 20 Soo0 200

BENTUK-BENTUK FORMAT PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
A. BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN KEGIATAN (RKA)

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN KEGIATAN (RKA)

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN.........
Desa
Kecamatan
Kabupaten : Kutai Timur
Provinst : Kalimantan Timur
Pada hari im ... tanggal .......... bulan .............. tahun ............... bertempat di
.......................................................... , kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan
penyusunan rencana kegiatan yang akan di danai oleh Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran.......,

yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
sebagaimana terlampir. merumuskan bahwa:

1. Mengesahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran............ sebagaimana terlampir.

5. Daftar hadir acara penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Alokasi Dana Desa
ditandatangani oleh peserta yang hadir sesuai ketentuan (terlampir).

Point 2 dan 4 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

1. KepalaDesa = = . (ceerecnrerncrensensonersonne )
2. KetuaBPD = enncreenenene (ceeerevreaeraneencaneesernenne )
3. KetualPM = rereirntenes (ceeeemesensrrrnresnnenonsans )
4, KetuaPKK = o rerereeeersanene (cereerencoreserassnnaesannes )
5. Tokoh Masyarakat tresessesasestnteesanarasnentenaenes (crvnmrrerersessrersanesens )

* Lampirkan daftar hadir peserta.
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B. PENELITIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA) OLEH TIM
PENGAWAS KECAMATAN

CATATAN HASIL PENELITIAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (RKA-ADD)

NO ASPEK PENELITIAN | KETERANGAN/TINDAK LANJUT

1. |Perencanaan

2. 1Administrasi

3. |Keuangan

4. |Teknis

Tim Pengawas Kecamatan
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C. KUITANSI PENARIKAN ALOKASI DANA DESA

ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN ...
KUITANSI
Sudah diterima dari : BUPATI KUTAI TIMUR |
Uang sebesar  eeeeeteesereeseseesecncaretestosintesntinninrnans
(dengan huruf) e
Untuk keperluan : Pembayaran ADD tahap ... dalam rangka pelaksanaan
Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun 20 .. ...
bagi Desa ....oocveneviiiiiinnnnnns
Kecamatan .................. Kabupaten Kutai Timur
Terbilang : | Rp.
........................... 20...
Setuju Dibayar : Lunas dibayar Yang Menerima
Kepala Bagian Bendahara Pengeluaran Kepala Desa,
Keuangan, Bantuan,
Selaku BUD
Nﬁ’. NIP ..............
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D. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SP2B) ALOKASI DANA DESA

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DENGAN DESA..KEC....

ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN .......
NOMOT:....ccccueireerercrnrersserernsnn
Pada hari ini ............. , Tanggal .........ccccenueeen. Bulan................... Tahun Dua Ribu .....................
[« | (O Kabupaten Kutai Timur, yang bertandatangan dibawah ini
LNAMA = eeeeeccrverenenrerenerearesrsssesosssessanss
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuta: Timur
Alamat - Perkantoran Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kuta: Timur

Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Keputusan
Bupati Kutai Timur Nomor : .......cceeiueee 1017 117 SRS dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

I1. Nama ! reeesesesesrassesasssssasersnsaseranee
Jabatan : Kepala Desa ....c.eeeeveveneeee
No SK Jabatan L e eteetcsseeessssseatnstaressastreanesrane
Kecamatan D eeevesesnesaserransonnsnseasanasasnres
Alamat D e eeereesseesnsenneeenssseastsannensnensere

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, yang selanjutnya dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ini disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB1

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1) Maksud pemberian Alokasi Dana Desa Kutai Timur Tahun Anggaran ...... adalah untuk
mendorong pengembangan otonomi Desa guna membantu membiayai renyelenggaraan
Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat.

2) Tujuan pemberian Alokast Dana Desa Kabupaten Kutai Timur adalah untuk :
a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b. meningkatkan perencanaan dan pengganggaran pembangunan di tingkat desa dan
pemberdayaan masyarakat;

¢. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan sosial;

e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
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meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan
sosial ekonomi masyarakat;

mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa).
BABII

ALOKASI DANA DESA
Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan Alokasi Dana Desa kepada PIHAK KEDUA sebesar  Rp.
....... (creverrecrnmeeesesereseesssnsesnnanannensens ) Yang akan dipergunakan oleh PEHAK KEDUA Untuk
kepennngan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa serta biaya Pemberdayaan

Masyarakat, dengan besaran sebagai berikut:
a. Untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat (70%) adalah sebesar Rp.....coocvcrercccannann.

b. Untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa (30%) adalah sebesar

24 + SO (coreccsenccsssentoocecrecssruseresssssaorases ), sesuai Peraturan Bupat: Kutai Nomor

LLE L)

... Tahun 2011 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (AD) di Kabupaten Kutai Timur.

BAB H1

TATA CARA PENCAIRAN
Pasal 3

1) Penarikan / Pencairan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan

dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan kebutuhan dan atau sesuai dengan tersedianya
dana yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

2) Penarikan / Pencairan yang dilakukan PIHAK KEDUA dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap,

sebagai berikut:
a. Tahap Pertama sebesar 40% dan Tahap Kedua sebesar 60%;
b. Pihak Kedua dapat melaksanakan penarikan / pencairan Alokasi Dana Desa apabila telah

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ....
Tahun 2011 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur;
Apabila sampai jangka waktu tanggal 15 Desember Tahun 2011 PIHAK KEDUA belum
dan atau tidak mengajukan penarikan / pencairan Alokasi Dana Desa dengan sebab /
alasan apapun jua, maka dana bantuan / ADD tersebut menjadi SILPA APBD dan PIHAK
KEDUA tidak bisa menggugat untuk dimasukkan dalam dana bantuan / ADD tahun
berikutnya.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
beserta lampirannya kepada PIHAK PERTAMA setiap TAHAP penarikan / pencairan
Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ...

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai
Timur;
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b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh dan mutlak atas segala pengelolaan,
penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan akibat hukum apapun yang timbul atas
penyalahgunaan / penyimpangan / penyelewengan dalam pelaksanaan dan penggunaan

Alokasi Dana Desa tersebut;
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal §

Demikian Surat Perjanjian Pembenian Bantuan (SP2B) Alokasi Dana Desa Kabupaten
Kutai Timur ini dibuat dan ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK diatas Materai cukup
dengan tanpa paksaan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan setiap rangkapnya mempunyai kekuatan
hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA DESA......... SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Materal
Rp. 6.000
NIP.
SAKSI-SAKSI
KETUA BPD .......... CAMAT ............ -
NIP. coiiiiiiiiinans
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
NIP .o
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E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :KepalaDesa ................
No. SK Jabatan D eeereerarressssnsreseseaerees
Kecamatan | ....cccoveerviionecriisciccenes
Kabupaten  :...cocccevecrreecrceneernenns
Alamat  eaerermasereserrraceserannreneens

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya :

1.

Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh/mutlak terhadap pengelolaan dan penggunaan
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anpggaran ........... , baik dalam perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban (SPJ) maupun pelaporan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ...... Tahun 2011 tentang Pedoman Alokasi Dana
Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur;

Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penul/mutlak terhadap segala bentuk
penyelewengan, penyalahgunaan, korupsi ataupun bentuk apapun jua terhadap penggunaan
ADD yang akan mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Bahwa saya bersedia mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terjadi kerugian yang
diakibatkan oleh kelalaian, penyelewengan, dan penyalahgunaan ADD / keuangan negara baik
sengaja ataupun tidak sengaja dan atau saya bersedia diambil tindakan tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Bahwa saya bersedia diambil tindakan hukum dan atau menerima akibat tindakan hukum
apapun jua yang diambil pihak yang berwenang apabila saya melanggar atau mengingkari

Demikian surat peryataan ini saya buat dengan bersungguh — sungguh tanpa paksaan dari pihak
manapun untuk saya pertanggung jawabkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangatta ......ccovvviiieeinnnnn. 20. ....
Ketua BPD Desa ............ ) Kepala Desa ...............
Materai Materai
Rp. 6.000 Rp. 6.000

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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F.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA DESA

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN BELANJA DESA DAN
SPJ ADD TAHAP .... (.....) TAHUN 200...

OLEH
BENDAHARA DESA
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama L reeereenconsras
Jabatan :  Bendahara Desa .......ccccevveereen.
No. SK :
Alamat : Desa.ennreeereenenne. Kecamatan .......cccceevueenee.

Dengan ini menyatakan bertanggung Jawab atas Penggunaan dan penyusunan SPJ ADD Tahap ...

...) Tahun 200... Desa ...... Kecamatan ......... dengan pertanggungjawaban sebagai berikut :

Saya selaku Bendahara Desa telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan sesungguhnya
sebagai Bendahara Desa yaitu melaksanakan Tata Usaha Pembukuan Penerimaan ADD dan
Tata Usaha Pembukuan Pengeluaran ADD termasuk dalam pengelolaan Belanja Desa melalui
ADD;

Saya menyatakan bahwa Surat Pertangggungjawaban (SPJ) ADD Tahap ... (....) Desa...
Kecamatan ... Tahun 200... dibuat di desa dan dibuat ocleh Bendahara Desa;

Saya menyatakan bertanggung jawab atas pengelolaan dan Belanja Desa melalui penggunaan
dana ADD dan SPJ ADD Tahap ... (....) Tahun 200.. sebesar Rp. ............... (N )

Bahwa Nilai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap ...... (.......) Tahun 200... diatas
adalah benar saya yang membuat dan membelajakannya sesuai dengan rencana belanja desa
dalam dokumen APBDesa Tahun 200..., RKA / DPA ADD Tahun 200.. dan AKB ADD
Tahun 200.... Desa ....... Kecamatan ........eceeceeemeens ;

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur
rekayasa / paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia diambil tindakan hukum dan tindakan
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku apabila saya menyatakan tidak benar dan menyalahgunakan
belanja ADD / SPJ ADD tersebut.

Desa......... T 200....

.Yang Membuat Pernyataan
Bendahara Desa

Materai & tid

Nama Jelas
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G. SURAT PENGESAHAN SEKRETARIS DESA

SURAT PENGESAHAN KEABSAHAN

TERHADAP
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) ADD TAHAP KE ....
DESA .......... KECAMATAN ....cccovueee

TAHUN ANGGARAN 200.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Sekdes ............. telah melaksanakan Pemeriksaan
dan Verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap ... (......) Tahun
Anggaran 2011 yang dibuat Bendahara Desa, dengan perincian nilai pertanggungjawaban (SPJ)
ADD sebagai berikut :

A. Nilai SPJ ADD Tahap ..... sebesar : Rp. s
B. Perincian Belanja SPJ ADD Tahap.... adalah :
- SPJ Belanja Langsung > Rp. e
- SPJ Belanja Tidak Langsung : Rp.

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :9

1. Bendahara Desa telah melaksanakan Tata Usaha Pembukuan Penerimaan dan Pembukuan
Pengeluaran Keuangan Desa / ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap.... (........ ) Tahun 2011 tersebut setelah saya
periksa adalah benar, lengkap, tidak fiktif, sesuai dengan rencana belanja desa dalam dokumen
APBDesa, RKA / DPA ADD serta AKB ADD dan telah sesuai ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

3. Semua belanja desa dari SPJ ADD Tahap ... (...) Tahun Anggaran 2011 tersebut sudah
disalurkan / dibelanjakan secara benar oleh bendahara desa dan dari belanja barang / modal
sudah ada wujud barang / benda / bangunannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara
administrasi, teknis dan hukum.

Surat Pengesahan Keabsahan SPJ ADD Tahap..... (.....) Tahun 2011 ini saya buat dengan
sebenarnya tanpa rekayasa untuk saya pertanggungjawabkan atas kebenaran materi yang timbul
dari penggunaan dana ADD Tahap ... (....) dan apabila saya menyatakan hal ini tidak benar maka
saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Demikian Surat Pengesahan SPJ ADD ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan dalam
permintaan pencairan ADD selanjutnya.

Sekretaris Desa

NIP. ..o

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR :..\..... TAHUN 2011

TANGGAL : 308 .... 2011

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

TAHUN ANGGARAN 2011

NO. | . . ) “T PENERIMAAN | PENGELUARAN |  JUMLAH
Fwﬁ TANGGAL URAIAN - (Ro) ] (Rp.) | (Rp)
1 2 3 4 3 6
S T—— . U T PP SPURSRR U Sy ra et N TR e B TR RO PRt ]
- PO, S — ve PN " P L T TR PP RISR P NRPREFRIE PRSPPI RERIEPRSEAI ST, ST, - ” PR
[
........................ et e ———— SRR U SRS
............. e
N R 8 B R 4 2 e S S b kR LT LT ML P T F TR L H AT L LR IR iy pvna T s ey sh s vwrens perdd b Borevrerrsieren rbrpmt dliersnsanerrnswrsies ihsannst bt bonsores O U e ribei —
iy .4 i —
JUMLAH ] _l |
tonenreneran jfanggal ...... bererrens
MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,
Cara Pengisian BUPATI KUTAI TIMUR,

Kolom I diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengelyaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara

H. ISRAN NOOR




LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : ..!7..... TAHUN 2011
TANGGAL : 22.J2...... 2011

BUKU BANK HARIAN PEMBANTU
DESA...................KECAMATAN.............

TAHUN ANGGARAN 2011

— . | o A Jl S
*cﬂw.w TANGGAL URAIAN _umzw% wmzmwﬂwg .—cmmwwwm
IELALE S . - :
1 2 3 T 4 T 5 | 6
S 1 ST IR, SO —— eitiaesresest bt basAreros e seommessmer e b b 4ba St b b N S R
Brorrnrrnn st e r by A R A PR P .ra.__:i_....-_z_-_:::__.:sr!-!....::::..___....__.___til_.rl....._._.._._::.l..._”_:__:._._.._:.la!....:..:l:””..:..l:_:!l.-::..:__._._..-.:._._._:._._:i....:!.:t._...cl:.:.-.:....!....: ........................ R r H.tlr:.t.“..H:... HE R M DR DRI 4
R 0 O et rvssaatstaanveesrrereororse sote e M taA SRRSO bR PEES e socsenaroareas : wererenoratsametonipses reovedesermonrestossetamserssim st stse vy : —— ereseetes et s St barta btk ron
PPFEREPOR S pp e r bl b AN P74 78 B3 s b e LT b 1 P rmp i T L L0 L P g B 0 70 0 s B 4 0 Al L gy -1 0. 10wt 1 P LR bl a0 e o e ran v e b b3 R B i a aas b 0 1 vr 5 aradh v e pawrnd b Labbd g
- l — |
............ Jganggal ...............
MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

Cara Pengjsian : BUPATI KUTAI TIMUR,

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan aiau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 djisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara




LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR :..!7.... TAHUN 2011
TANGGAL : 293008 ... 2011

BUKU PAJAK HARIAN PEMBANTU
DESA.........cvivinnn KECAMATAN.................

TAHUN ANGGARAN 2011

NO. | PENERIMAAN | PENGELUARAN | JUMLAH
TANGGAL URAIAN

.S&L - _ | (Rp.) __{(Rp) {Rp.)

1 2 3 4 5 6

— P PPN Sp— " - PP PP B R EAAN S el barpT b rad 5 K Bk o B e kg S Bk P8 B S B E0600 0 £ 40 0004 8 EV RS TR Db s w ol rr s st o s e nre b S nr b s M 44 4 pon

I R I R , I , S

Jrevsrirvrienseen LT PR PRSPPI T eI B T e L P L B L TP PR RS I TT R TR Rys 5 3P0 P ST EAS Pp b ar AT RS LS00 L I b BRI 1Y - e | R I TTTTE TR RN AT RN e N PR e R e PR (TSP e T

T i R N I

{ JUMLAH o _ 4 + R

L. — - -

............ Jganggal ...............

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumliah rupiah penerimaan kas

Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah pengeluaran kas
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR
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